PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan lata
ruang perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan
perkembangan pembangunan dewasa ini dan untuk
memberi kesempatan kepada pengusaha supaya lebih
berperan dalam mengembangkan usahanya dalam
mengisi pembangunan dasrah serla meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupalen Aceh Tamiang;

b.  bahwa Retribusilzin Tempat Usaha merupakan potensi
sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditinjau
kembali Keputusan Bupati Acsh Tamiang Nomor 007
Tahun 2004 dan selanjutnya mengatur kembali dalam
Qanury

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurut b perlu membentuk
Qanun tentang Retribusi lzin Tempat Usaha;
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Menimbang

Undang-Undang Gangguan (Hieder Ordonantie) Stad
blaad Momer 226 Tahun 1926 yang diubah dengan
Staadblaad Nomor 450 Tahun 1840;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara. Fepublik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3209);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 lentang Penataan
Auang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
FRepublik Indonesla Tahun 1997 Nomaor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan alau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Clenom
Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebaga
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesis
Nomor 4184);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Baral Daya, Kabupater
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagar
Raya dan Kabupaten Aceh Taméang di Provinsi Manggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembarar
MNegara Republik Indonesia Nomor 4176);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4369);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahan 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Noror 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indoneia Nomor 4433) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Momor B Tahun
2005 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4548};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1883 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

Peraturan Pemerirntah Nomor 68 Tahun 1898 tenang Tata
Cara Peran Serla kat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indanesia Tahun 1998 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang

1 Py intah dan Ki gan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomar 54, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2601 Nomar 119, Tambahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989
tentang ketentuan umum mengenal Penyidik Pegawal
Megeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Jo.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkurgan
Pemerintah Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN ;
menetapkan @ QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

| Pasal1

|

!Da\am Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Dagrah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Dacrakhy;

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

4. Dewan Penwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPAD adalah DPRD
Kabupaten Aceh Tamiang;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah
sesual dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Badanadalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Tarbatas,
Perseroan Kemanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Mitik Negara atau
Dagrah dengan nama atau bentuk apapun Persekuluan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana
Pensiun, Bantuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

Retribusi perizinan tertentu adatah Retribus! atas kegiatan tertentu Pemedintah
Daerah dalam Pemberian Izin kepada Qrang Pribadi alau Badan yang
dimaksirdian untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan
alas kegiatan peranfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasiiitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian ingkungan;

e

5



